WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG

TIM PEMANDU HAJI DAERAH KOTA PALU

TAHUN 2019
WALI KOTA PALU,
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan,

pembimbingan dan pendampingan jamaah haji
Kota Palu, perlu mengangkat pemandu haji;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji, Wali Kota dapat mengangkat petugas haji
daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim
Pemandu Haji Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [l Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845] sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5061);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5345);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
534);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 6] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
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10 Tahun

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor
Sugunan

0016 tentang Pembentukan dan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor

10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Tim Pemandu Haji Daerah Kota Palu Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan  bagian tidak  terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA . Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

1. membantu jamaah haji sejak berangkat dari
Kota Palu, di embarkasi dan debarkasi selama
dalam perjalanan ke tanah suci, berada di tanah
suci sampai kembali ke tanah air hingga tiba di
Kota Palu;

2. memandu jamaah haji Kota Palu dalam
kelancaran pelaksanaan ibadah hayji;

3. melakukan koordinasi dengan ketua Kkloter,
ketua rombongan dan ketua regu dalam
memaksimalkan pelayanan jamaah haji Kota
Palu; dan

KETIGA : Tim Pemandu Haji Daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
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KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan inj dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun
Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
ada tanggal

WALI KOTA:?U,A/
/

Vet
7 HIDAYAT
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM PEMANDU HAJI DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

I.  Asri, SH :  Sekeretarias Daerah Kota Palu
II. Drs. H. Zakaria, M.Pd : Pengurus Masjid Al-Muhajirin = J1.

|
Tanjung  Manimbaya  Kelurahan §1
Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan |
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Nomor : 450251/KESRA/2019
Tanggal : 27/02/2019

REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

No. Koreksi : 769

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu

Tentang : Tim Pemandu haji Daerah Kota Palu Tahun 2019

" PETUGAS

} Rosmawati

| Catatan : Tanpa salinan

|

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

PENERIMA
x

Taufik
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